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Isi Berita:

PURBALINGGA, RADARBANYUMAS.DISWAY.ID - Tahun ini Pemkab Purbalingga
mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 26 miliar dari Pemerintah Pusat.
Dana tersebut digunakan untuk pembangunan 3.346 sambungan rumah (SR) sanitasi dan air
bersih untuk masyarakat.

"Rencananya anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun 2.137 SR air bersih dan
1209 SR sanitasi di 48 desa. DAK air minum itu ada 24 lokus, dan DAK sanitasi juga 24
lokus," kata Kepala Dinrumkim Purbalingga Imam Hadi, melalui Kabid Permukiman
Wahyuningsih Suprapti saat acara Peningkatan Kapasitas Kelompok Swadaya Masyarakat
(KSM) Program DAK Fisik Bidang Air Minum dan Sanitasi, di Gedung Andrawina
Owabong, Selasa 4 Juni 2024.

Pada kesempatan tersebut, peserta harus bisa melaksanakan kegiatan yang tertib
administrasi serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan ataupun petunjuk teknis
(juknis) yang ada.

"Harus sesuai spesifikasi, harga bisa ditawar tapi spesifikasi harga mati. Karena ini dana
untuk sosial masyarakat jadi harus bermanfaat untuk masyarakat, semua ini tidak boleh

ditawar," tegasnya.
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Lebih lanjut dikatakan, perjuangan untuk mendapatkan alokasi DAK sanitasi dan air bersih
tidaklah mudah. Ia berharap KSM dapat melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya.
"Tidak semua kabupaten bisa mendapatkan kegiatan ini, tapi karena kita selalu siap,
makanya setiap tahun Purbalingga selalu mendapatkan kegiatan dari DAK ini," tambahnya.
Adapun materi yang disampaikan dalam pelatihan tersebut adalah mengenai pelatihan
administrasi keuangan dan pelatihan teknik yang akan diberikan oleh Tenaga Fasilitator
Lapangan. Dinrumkim Purbalingga juga menghadirkan narasumber dari Inspektorat dan
Kejaksaan Negeri (Kejari) Purbalingga.

Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejari Purbalingga, Ari Supandi, menyampaikan agar KSM
selalu mempedomani juknis saat melaksanakan kegiatan agar tidak terjerat dengan
permasalahan hukum.

"Juknisnya sudah ada dan dijelaskan secara rinci, Bapak dan Ibu tinggal melaksanakan saja
dari mulai perencanaan sampai selesai kegiatan, kenali hukum jauhkan hukuman,"

tegasnya. (amr)

Sumber Berita:

1. https://radarbanyumas.disway.id/read/107899/program-sanitasi-dan-air-bersih-bakal-
telan-rp-26-miliar, “Program Sanitasi dan Air Bersih Bakal Telan Rp 26 Miliar”, tanggal
4 Juni 2024.

2. https://rri.co.id/kesehatan/735492/purbalingga-peroleh-dak-rp-26-miliar-untuk-bangun-
saluran-air-bersih, “Purbalingga Peroleh DAK Rp 26 Miliar, Untuk Bangun Saluran Air
Bersih”, tanggal 4 Juni 2024.

3. https://jateng.pikiran-rakyat.com/jawa-tengah/pr-3738172487/cair-purbalingga-tahun-
ini-dapat-dak-rp-26-miliar-untuk-air-bersih-dan-sanitasi?page=all, “Cair! Purbalingga
Tahun Ini Dapat DAK Rp 26 Miliar Untuk Air Bersih dan Sanitasi”, tanggal 4 Juni
2024.

Catatan :
e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan
Pengeluaran Daerah.
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b. Pasal 24

1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah
dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a) Belanja Daerah; dan
b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27
ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara
lain b. belanja modal.

e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56
ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk
menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan
yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh
Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal

dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk

menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang
dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah

Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk
membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah.!

! Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12
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e Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana
Transfer Khusus terdiri atas:?
a) DAK Fisik; dan
b) DAK Non Fisik

e DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan
khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non
Fisik.?

Disclaimer :
Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana
informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat

suatu instansi

2 Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)
3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan
Terkait Pendapatan Transfer
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